CASCADING DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN
DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN TAHUN 2024

INDIKATOR SASARAN/
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR INDIKATOR SASARAN/KINERJA INDIKATOR SASARAN/KINERJA SUB
NO VISI MisI TUJUAN TUJUAN DAERAH SASARAN SASARAN PD SAS. PD PROGRAM INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN
DAERAH PROGRAM
7 z E 7 5 3 7 5 e 70 17 2 I3 7 75 76 17 75
diambil dari proses diambil dari proses diambil dari proses bisnis 2023-
bisnis 2023-2026 bisnis 2023-2026 2026 (sama seperti sasaran
(sama seperti (sama seperti program pada probis)
sasaran program sasaran program
vada probis) vada probis)
1. |BANTEN Mewujudkan Terwujudnya Indeks Meningkatnya Nilai SAKIP Meningkatnya Capaian SAKIP |Program Meningkatnya Persentase Perencanaan, Tersedianya Persentase Penyusunan Dokumen |Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan
MANDIRI, MAJU, |Penyel aan |Penyel aan |Reformasi Penyelenggaraan |Pemerintah  |Akuntabilitas (Sistem Penunjang Capaian Kinerja Ketercapaian dari Penganggaran dan |Dokumen/Laporan |Ketercapaian Perencanaan Perangkat |Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
SEJAHTERA Pemerintahan | Tata Kelola Birokrasi Reformasi Provinsi Kinerja Akuntabilitas Urusan Perangkat Daerah  |Seluruh Kegiatan pada |Evaluasi Kinerja  |Perencanaan, Kegiatan Daerah
BERLANDASKAN |yang Baik, Pemerintahan Birokrasi Penyelenggaraan  |Kinerja Pemerintahan Program Penunjang Perangkat Daerah |Penganggaran, dan |Perencanaan,
IMAN DAN Bersih, dan yang Baik, Pemerintahan Penyelenggaraan | Daerah Provinsi Urusan Pemerintahan Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan
TAQWA Berwibawa Bersih dan Pemerintah) Daerah Provinsi Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Berwibawa Perangkat Perangkat Daerah
Daerah

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD

Tersedianya Dokumen DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA- SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

Tersedianya Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-]
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Tersedianya Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Terlaksananya Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Administrasi
Keuangan
Perangkat Daerah

Tersedianya
Dokumen/Laporan
Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Persentase
Ketercapaian
Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Tersedianya Gaji dan Tunjangan
ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji]
dan Tunjangan ASN

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Tersedianya Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Pengujiaan/Verifikasi
Keuangan SKPD

Terlaksananya Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan Pengujian /Verifikasi
Keuangan SKPD

Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi
SKPD

Terlaksananya Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Koordinasi dan
Pelaksanaan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan

Tersedianya Dokumen Bahan
Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Bahan
Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulan/
Semesteran SKPD

Tersedianya Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Penyusunan Pelaporan
dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

Tersedianya Dokumen Pelaporan
dan Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran




INDIKATOR SASARAN/
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR INDIKATOR SASARAN/KINERJA INDIKATOR SASARAN/KINERJA SUB
NO
VISI MisI ‘TUJUAN TUJUAN DAE] SASARAN SASARAN PD SAS, PD PROGRAM INDIKATOR PROG: KEGIATAN IATAN KEGIATAN SUB KEGIATAN IATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN
DAERAH PROGRAM
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Administrasi Tersedianya Persentase Penyusunan Tersedianya Rencana Kebutuhan [Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Dokumen/Laporan |Ketercapaian Perencanaan Kebutuhan |Barang Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD

Daerah pada
Perangkat Daerah

Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi
Barang Milik Daerah
pada Perangkat

Barang Milik Daerah
SKPD

Daerah

Rekonsiliasi dan Terlaksananya Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan

Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Barang Milik | Penyusunan Laporan Barang Milik

Barang Milik Daerah Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD

pada SKPD

Penatausahaan Barang |Terlaksananya Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan

Milik Daerah pada SKPD |Barang Milik Daerah pada SKPD |Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Tersedianya Persentase Pengadaan Pakaian Tersedianya Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas
Kepegawaian Dokumen/Laporan |Ketercapaian Dinas Beserta Atribut Beserta Atribut Kelengkapan Beserta Atribut Kelengkapan
Perangkat Daerah |Administrasi Kegiatan Administrasi|Kelengkapannya

Kepegawaian Kepegawaian

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi

Terlaksananya Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

Terlaksananya Sosialisasi
Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan

Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

Tersedianya
Dokumen/Laporan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Persentase
Ketercapaian
Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

Penyediaan Komponen
Instalasi

Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan

Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah
Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang Disediakan|

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Terlaksananya Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Terlaksananya Penatausahaan
Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
Arsip Dinamis pada SKPD

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah

Terlaksananya
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Persentase
Ketercapaian
Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan

Tersedianya Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang Disediakan

Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Tersedianya Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Disediakan

Pengadaan Mebel

Tersedianya Mebel

Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan

Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Tersedianya Peralatan dan Mesin
Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Disediakan

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah

Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah

Persentase
Ketercapaian
Kegiatan Penyediaan
Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Tersedianya Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan




INDIKATOR SASARAN/
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR INDIKATOR SASARAN/KINERJA INDIKATOR SASARAN/KINERJA SUB
NO VISI MisI ‘TUJUAN TUJUAN DAERAH SASARAN SASARAN PD SAS, PD PROGRAM INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN
DAERAH PROGRAM
7 z 3 7 5 3 7 5 e 70 17 1z IEl 17 15 76 17 15
Pemeliharaan Terlaksananya Persentase Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan
Barang Milik Pemeliharaan Ketercapaian Pemeliharaan, Biaya Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas
Daerah Penunjang | Barang Milik Daerah |Kegiatan Pemeliharaan dan Pajak |Kendaraan Perorangan Dinas atau |Jabatan yang Dipelihara dan

Urusan

Penunjang Urusan

Pemeliharaan Barang

Kendaraan Perorangan

Kendaraan Dinas Jabatan

Dibayarkan Pajaknya

Pemerintah Pemerintahan Milik Daerah Dinas atau Kendaraan
Daerah Daerah Penunjang Urusan Dinas Jabatan
Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan yang
Pemeliharaan, Pajak dan |Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajak
Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Peralatan |Terlaksananya Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin
dan Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilita | Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana
si Sarana dan Prasarana |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana |Gedung Kantor atau Bangunan
Gedung Kantor atau dan Prasarana Gedung Kantor Lainnya yang
Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Rehabilita | Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana
si Sarana dan Prasarana |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana [Pendukung Gedung Kantor atau
Pendukung Gedung dan Prasarana Pendukung Gedung|Bangunan Lainnya yang
Kantor atau Bangunan |Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Lainnya
Administrasi Tersedianya Persentase Penyusunan Tersedianya Rencana Kebutuhan [Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Dokumen/Laporan |Ketercapaian Perencanaan Kebutuhan |Barang Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD

Daerah pada
Perangkat Daerah

Administrasi Barang
Milik Daerah pada
UPTD Perlindungan
Sosial

Kegiatan Administrasi
Barang Milik Daerah
pada UPTD
Perlindungan Sosial

Barang Milik Daerah
SKPD

Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

Terlaksananya Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD

Terlaksananya Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

Tersedianya
Dokumen/Laporan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
pada UPTD
Perlindungan Sosial

Persentase
Ketercapaian
Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat
Daerah pada UPTD
Perlindungan Sosial

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah
Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang Disediakan

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Terlaksananya Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah

Terlaksananya
Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
pada UPTD
Perlindungan Sosial

Persentase
Ketercapaian
Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
pada UPTD
Perlindungan Sosial

Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Tersedianya Peralatan dan Mesin
Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Disediakan

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah

Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah pada UPTD
Perlindungan Sosial

Persentase
Ketercapaian
Kegiatan Penyediaan
Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah pada UPTD
Perlindungan Sosial

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

Tersedianya Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan




INDIKATOR SASARAN/
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR INDIKATOR SASARAN/KINERJA INDIKATOR SASARAN/KINERJA SUB
NO VISI MisI ‘TUJUAN TUJUAN DAERAH SASARAN SASARAN PD SAS, PD PROGRAM INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN
DAERAH PROGRAM
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Pemeliharaan Terlaksananya Persentase Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas
Barang Milik Pemeliharaan Ketercapaian Pemeliharaan, Biaya Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan yang
Daerah Penunjang | Barang Milik Daerah |Kegiatan Pemeliharaan, Pajak dan |Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajak

Urusan
Pemerintah
Daerah

Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah pada UPTD
Perlindungan Sosial

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah pada UPTD
Perlindungan Sosial

Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

Operasional atau Lapangan

dan Perizinannya

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara

Pemeliharaan/Rehabilita
si Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Administrasi
Barang Milik
Daerah pada
Perangkat Daerah

Tersedianya
Dokumen/Laporan
Administrasi Barang
Milik Daerah pada
UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi Tuna
Sosial

Persentase
Ketercapaian
Kegiatan Administrasi
Barang Milik Daerah
pada Perangkat
Daerah pada UPTD
Panti Sosial
Rehabilitasi Tuna
Sosial

Penyusunan
Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah
SKPD

Tersedianya Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD

Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
pada SKPD

Terlaksananya Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD

Terlaksananya Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

Tersedianya
Dokumen/Laporan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah
pada UPTD Panti
Sosial Rehabilitasi

Persentase
Ketercapaian
Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat
Daerah pada UPTD
Panti Sosial

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan

Tuna Sosial Rehabilitasi Tuna
Sosial

Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah
Rumah Tangga Tangga Tangga yang Disediakan
Penyediaan Bahan Tersedianya Bahan Logistik Kantor |Jumlah Paket Bahan Logistik
Logistik Kantor Kantor yang Disediakan
Penyediaan Barang Tersedianya Barang Cetakan dan [Jumlah Paket Barang Cetakan
Cetakan dan Penggandaan dan Penggandaan yang Disediakan
Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat |Terlaksananya Penyelenggaraan Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Koordinasi dan Rapat Koordinasi dan Konsultasi |Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Konsultasi SKPD SKPD SKPD

Pengadaan Barang |Terlaksananya Persentase Pengadaan Peralatan Tersedianya Peralatan dan Mesin [Jumlah Unit Peralatan dan Mesin

Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah

Pengadaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
pada UPTD Panti
Sosial Rehabilitasi

Ketercapaian
Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
pada UPTD Panti

dan Mesin Lainnya

Lainnya

Lainnya yang Disediakan

Tuna Sosial Sosial Rehabilitasi
Tuna Sosial
Penyediaan Jasa |Terlaksananya Persentase Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan
Pemerintah
Daerah

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah pada UPTD
Panti Sosial
Rehabilitasi Tuna
Sosial

Ketercapaian
Kegiatan Penyediaan
Jasa Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah pada UPTD
Panti Sosial
Rehabilitasi Tuna
Sosial

Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Sumber Daya Air dan Listrik

Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

Tersedianya Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan




Warga Negara
Migran Korban
Tindak
Kekerasan

Migran dan Korban
Tindak Kekerasan

Tindak Kekerasan yang
dipulangkan ke
Kabupaten /Kota

Migran Korban
Tindak Kekerasan
dari Titik
Debarkasi di
Daerah Provinsi
untuk
dipulangkan Ke
Daerah
Kabupaten/Kota
Asal

Negara Migran
Korban Tindak
Kekerasan yang
dipulangkan dari
Provinsi Ke Daerah
Kabupaten/Kota Asal

Kegiatan Pemulangan
Warga Negara Migran
Korban Tindak
Kekerasan dari Titik
Debarkasi di Daerah
Provinsi untuk
dipulangkan Ke
Daerah
Kabupaten/Kota Asal

Korban Tindak
Kekerasan dari Titik
Debarkasi di Daerah
Provinsi untuk
Dipulangkan ke Daerah
Kabupaten/Kota Asal

Kekerasan dari Titik Debarkasi di
Daerah Provinsi untuk
Dipulangkan ke Daerah
Kabupaten/Kota

INDIKATOR SASARAN/
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR INDIKATOR SASARAN/KINERJA INDIKATOR SASARAN/KINERJA SUB
NO VISI MisI ‘TUJUAN TUJUAN DAERAH SASARAN SASARAN PD SAS, PD PROGRAM INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN
DAERAH PROGRAM
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Pemeliharaan Terlaksananya Persentase Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas
Barang Milik Pemeliharaan Ketercapaian Pemeliharaan, Biaya Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan yang
Daerah Penunjang | Barang Milik Daerah |Kegiatan Pemeliharaan, Pajak dan |Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan Dibayarkan Pajak
Urusan Penunjang Urusan  |Pemeliharaan Barang |Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
Pemerintah Pemerintahan Milik Daerah Dinas Operasional atau
Daerah Daerah pada UPTD [Penunjang Urusan Lapangan
Panti Sosial Pemerintahan
Rehabilitasi Tuna Daerah pada UPTD
Sosial Panti Sosial
Rehabilitasi Tuna
Sosial
Pemeliharaan Peralatan |Terlaksananya Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan Mesin
dan Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilita | Terlaksananya Jumlah Sarana dan Prasarana
si Sarana dan Prasarana |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana |Pendukung Gedung Kantor atau
Pendukung Gedung dan Prasarana Pendukung Gedung|Bangunan Lainnya yang
Kantor atau Bangunan |Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Lainnya
2. Mewujudkan Terwujudnya Tingkat Meningkatnya  |Proporsi Meningkatnya Persentase Program Meningkatnya Persentase PSKS yang [Penerbitan Izin Terlaksananya Persentase Koordinasi dan Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Masyarakat Kesejahteraan  |Kemiskinan |Pelayanan Sosial [Jumlah Pelayanan Sosial ~ |Penanganan Pemberdayaan |Partisipasi Sosial Mengalami Peningkatan | Pengumpulan Pengelolaan Sumber |Ketercapaian Sinkronisasi Penerbitan |Sinkronisasi Penerbitan Izin dan Sinkronisasi Penerbitan Izin
Sejahtera yang Masyarakat Penduduk (Melalui Pemenuhan|Jumlah PMKS Sosial PSKS dalam Berpartisipasi Sumbangan Lintas |Dana Sosial dalam Kegiatan Penerbitan [Izin Undian Gratis Undian Gratis Berhadiah dan Undian Gratis Berhadiah dan
Berakhlak Mulia, | Melalui Miskin yang |SPM Sosial) Sosial Daerah Penyelenggaraan Izin Pengumpulan Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang |Pengumpulan Uang atau Barang
Berbudaya, Peningkatan Mendapatkan Kabupaten/Kota |Kesejahteraan Sosial [Sumbangan Lintas Pengumpulan Uang atau
Sehat dan Cerdas|Kualitas Sumber Pelayanan dalam 1 (Satu) Daerah Barang
Daya Manusia Sosial Daerah Provinsi Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu)
Daerah Provinsi
Pemberdayaan Terberdayanya PSKS |Persentase Peningkatan Meningkatnya Kemampuan Jumlah Orang Mendapat
Potensi Sumber Perorangan, Ketercapaian Kemampuan Potensi Potensi Pekerja Sosial Masyarakat |Peningkatan Kapasitas Pekerja
Kesejahteraan Keluarga dan Kegiatan Pekerja Sosial Kewenangan Provinsi Sosial Masyarakat Kewenangan
Sosial Provinsi Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
Masyarakat yang Potensi Sumber Provinsi
Mendapatkan Kesejahteraan Sosial
Pembinaan Sosial Provinsi
dalam
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Meningkatnya Kapasitas Tenaga Jumlah Tenaga Kesejahteraan
Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sosial Kecamatan Kewenangan
Tenaga Kesejahteraan Kewenangan Provinsi Provinsi yang Meningkat
Sosial Kecamatan Kapasitasnya
Kewenangan Provinsi
Peningkatan Meningkatnya Kapasitas Keluarga [Jumlah Keluarga yang Meningkat
Kemampuan Potensi Kewenangan Provinsi Kapasitasnya Kewenangan Provinsil
Sumber Kesejahteraan
Sosial Keluarga
Kewenangan Provinsi
Peningkatan Meningkatnya Kapasitas Lembaga |Jumlah Lembaga Kesejahteraan
Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Kewenangan |Sosial yang Meningkat
Sumber Kesejahteraan Provinsi Kapasitasnya Kewenangan Provinsil
Sosial Kelembagaan
Masyarakat Kewenangan
Provinsi
Program Meningkatnya Persentase Pekerja Pemulangan Terfasilitasinya Persentase Fasilitasi Pemulangan | Terfasilitasinya Pemulangan Warga|Jumlah Warga Negara Migran
Penanganan Penanganan Pekerja [Migran dan Korban Warga Negara Pemulangan Warga [Ketercapaian Warga Negara Migran Negara Migran Korban Tindak Korban Tindak Kekerasan yang

Dipulangkan dari Titik Debarkasi
di Daerah Provinsi untuk
Dipulangkan ke Daerah
Kabupaten/Kota
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Program Meningkatnya Persentase PMKS yang |Rehabilitasi Sosial |Terlaksananya Persentase Penyediaan Permakanan |Terpenuhinya Kebutuhan Jumlah Orang yang Mendapatkan
Rehabilitasi Rehabilitasi Masalah [Mendapatkan Dasar Penyandang |Rehabilitasi Sosial Ketercapaian Permakanan Per Orang Sesuai Pemenuhan Kebutuhan
Sosial Sosial Rehabilitasi Sosial Disabilitas Penyandang Kegiatan Rehabilitasi dengan Standar Gizi Minimal Permakanan Sesuai dengan

Terlantar di Dalam
Panti

Disabilitas Terlantar
yang Membutuhkan
Perlindungan
Khusus yang
Mendapatkan
Bantuan Sosial

Sosial Dasar
Penyandang
Disabilitas Terlantar
di Dalam Panti

Kewenangan Provinsi

Standar Gizi Minimal Kewenangan
Provinsi

Penyediaan Alat Bantu

Terpenuhinya Orang yang
Mendapatkan Alat Bantu dan Alat
Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan
Kewenangan Provinsi

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga
Sesuai Kebutuhan Kewenangan
Provinsi

Pemberian Bimbingan
Fisik, Mental, Spiritual
dan Sosial

Terlaksananya Pemberian
Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual
dan Sosial Kewenangan Provinsi

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual dan Sosial
Kewenangan Provinsi

Akses ke Layanan
Pendidikan dan
Kesehatan Dasar

Terpenuhinya Orang yang
Mendapatkan Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Kewenangan Provinsi

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar Kewenangan
Provinsi

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan Bidang
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas
Terlantar

Terlaksananya Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar

Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak
Terlantar di Dalam
Panti

Terlaksananya
Rehabilitasi Sosial
Anak Terlantar yang
Membutuhkan
Perlindungan
Khusus yang
Mendapatkan
Bantuan Sosial

Persentase
Ketercapaian
Kegiatan Rehabilitasi
Sosial Dasar Anak
Terlantar di Dalam
Panti

Penyediaan Makanan

Terpenuhinya Kebutuhan
Permakanan per Orang Sesuai
dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Provinsi

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan
Permakanan sesuai dengan
Standar Gizi Minimal Kewenangan
Provinsi

Pemberian Bimbingan
Fisik, Mental, Spiritual
dan Sosial

Terlaksananya Pemberian
Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual
dan Sosial Kewenangan Provinsi

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual dan Sosial
Kewenangan Provinsi

Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga

Terpenuhinya Orang yang
Mendapatkan Pelayanan
Penelusuran Keluarga
Kewenangan Provinsi

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Kewenangan Provinsi

Pemberian Pelayanan
Reunifikasi Keluarga

Terpenuhinya Orang yang
Mendapatkan Pelayanan
Reunifikasi Keluarga Kewenangan
Provinsi

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Provinsi

Akses Layanan
Pengasuhan Kepada
Keluarga Penganti

Tersedianya Akses Layanan
Pengasuhan kepada Keluarga
Pengganti Kewenangan Provinsi

Jumlah Orang Mendapatkan
Pengasuhan Keluarga Pengganti
Kewenangan Provinsi

Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pembinaan
Pelaksanaan Rehabilitasi
Sosial Dasar Anak
Terlantar di dalam Panti

Terlaksananya Koordinasi dan
Sinkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak Terlantar di dalam
Panti Kewenangan Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak Terlantar di dalam
Panti

Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia
Terlantar di Dalam
Panti

Terlaksananya
Rehabilitasi Sosial
Lanjut Usia Terlantar
yang Membutuhkan
Perlindungan
Khusus yang
Mendapatkan

Rantian SQncial

Persentase
Ketercapaian
Kegiatan Rehabilitasi
Sosial Dasar Lanjut
Usia Terlantar di
Dalam Panti

Penyediaan Permakanan

Terpenuhinya Kebutuhan
Permakanan per Orang Sesuai
dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Provinsi

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan
Permakanan sesuai dengan
Standar Gizi Minimal Kewenangan
Provinsi

Pemberian Bimbingan
Fisik, Mental, Spritual
dan Sosial

Terlaksananya Pemberian
Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual
dan Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual dan Sosial
Kewenangan Provinsi

Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga

Terpenuhinya Orang yang
Mendapatkan Pelayanan
Penelusuran Keluarga
Kewenangan Provinsi

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Kewenangan Provinsi

Pemberian Pelayanan
Reunifikasi Keluarga

Terpenuhinya Orang yang
Mendapatkan Pelayanan
Reunifikasi Keluarga Kewenangan

Depuinad

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Provinsi

Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pembinaan

Pelaksanaan Rehabilitasi
Sosial Dasar Lanjut Usia
Terlantar di dalam Panti

Terlaksananya Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pembinaan
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia Terlantar di
dalam Panti Kewenangan Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia Terlantar
Kewenangan Provinsi
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Rehabilitasi Sosial |Terlaksananya Persentase Pemberian Bimbingan Terlaksananya Pemberian Jumlah Orang yang Diberikan
bagi Penyandang |Rehabilitasi Tuna Ketercapaian Keterampilan Dasar Bimbingan Keterampilan Dasar Bimbingan Keterampilan Dasar
Masalah Sosial dan Korban Kegiatan Rehabilitasi Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Kesejahteraan Perdagangan Orang [Sosial bagi
Sosial (PMKS) yang Terpenuhi Penyandang Masalah
Lainnya di Luar Kebutuhan Dasarnya [Kesejahteraan Sosial
HIV/AIDS dan (PMKS) Lainnya di
NAPZA di Dalam Luar HIV/AIDS dan
Panti NAPZA di Dalam
Panti
Pemulangan ke Daerah |Terlaksananya Pemulangan Jumlah Penyandang Masalah
Asal Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS
Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Kewenangan Provinsi yang
Daerah Asal Kewenangan Provinsi |Dipulangkan ke Daerah Asal
Koordinasi, Sinkronisasi |Terlaksananya Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Pembinaan Sinkronisasi dan Pembinaan dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial
Pelaksanaan Bidang Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi [Dasar Penyandang Masalah
Rehabilitasi Sosial bagi | Sosial bagi Penyandang Masalah ~|Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan
Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA
(PMKS) Lainnya di Luar |NAPZA
HIV/AIDS dan NAPZA di
Dalam Panti
Meningkatnya Persentase Anak Rehabilitasi Sosial |Terpenuhinya Persentase Penyediaan Makanan Terpenuhinya Kebutuhan Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan dan Terlantar yang Dasar Anak Kebutuhan Dasar Ketercapaian Permakanan per Orang Sesuai Pemenuhan Kebutuhan

Perlindungan Sosial
di Dalam Panti

Terpenuhi Kebutuhan
Dasarnya di Dalam
Panti

Terlantar di Dalam
Panti

Anak Terlantar di
Dalam Panti pada
UPTD Perlindungan
Sosial

Kegiatan Rehabilitasi
Sosial Dasar Anak
Terlantar di Dalam
Panti pada UPTD
Perlindungan Sosial

dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Provinsi

Permakanan sesuai dengan
Standar Gizi Minimal Kewenangan
Provinsi

Penyediaan Sandang

Tersedianya Pakaian dan
Kelengkapan Lainnya dalam 1
Tahun Kewenangan Provinsi

Jumlah Orang yang Menerima
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
yang Tersedia dalam 1 Tahun
Kewenangan Provinsi

Penyediaan Perbekalan
Kesehatan di Dalam
Panti

Terpenuhinya Orang yang
Mendapatkan Kebutuhan
Perbekalan Kesehatan di dalam
Panti Kewenangan Provinsi

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan
Perbekalan Kesehatan di dalam
Panti Kewenangan Provinsi

Pemberian Bimbingan
Fisik, Mental, Spiritual
dan Sosial

Terlaksananya Pemberian
Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual
dan Sosial Kewenangan Provinsi

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual dan Sosial
Kewenangan Provinsi

Pemberian Bimbingan
Aktivitas Hidup Sehari-
hari

Terlaksananya Pemberian
Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-
Hari Kewenangan Provinsi

Jumlah Peserta Bimbingan
Aktivitas Hidup Sehari- Hari
Kewenangan Provinsi

Akses ke Layanan
Pendidikan dan
Kesehatan Dasar

Terpenuhinya Orang yang
Mendapatkan Akses ke Layanan
Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar Kewenangan
Provinsi

Pemberian Pelayanan
Penelusuran Keluarga

Terpenuhinya Orang yang
Mendapatkan Pelayanan
Penelusuran Keluarga
Kewenangan Provinsi

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Kewenangan Provinsi

Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pembinaan

Pelaksanaan Rehabilitasi

Sosial Dasar Anak

Terlantar di dalam Panti

Terlaksananya Koordinasi dan
Sinkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak Terlantar di dalam
Panti Kewenangan Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak Terlantar di dalam
Panti
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Persentase Lanjut Usia |Rehabilitasi Sosial |Terpenuhinya Persentase Penyediaan Permakanan |Terpenuhinya Kebutuhan Jumlah Orang yang Mendapatkan
Terlantar yang Dasar Lanjut Usia |Kebutuhan Dasar Ketercapaian Permakanan per Orang Sesuai Pemenuhan Kebutuhan
Terpenuhi Kebutuhan |Terlantar di Dalam [Lanjut Usia Terlantar |Kegiatan Rehabilitasi dengan Standar Gizi Minimal Permakanan sesuai dengan
Dasarnya di Dalam Panti di Dalam Panti pada |Sosial Dasar Lanjut Kewenangan Provinsi Standar Gizi Minimal Kewenangan
Panti UPTD Perlindungan |Usia Terlantar di Provinsi
Sosial Dalam Panti pada
UPTD Perlindungan
Sosial
Penyediaan Sandang Tersedianya Pakaian dan Jumlah Orang yang Menerima
Kelengkapan Lainnya dalam 1 Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
Tahun Kewenangan Provinsi yang Tersedia dalam 1 Tahun
Kewenangan Provinsi
Penyediaan Perbekalan |Terpenuhinya Orang yang Jumlah Orang yang Mendapatkan
Kesehatan di Dalam Mendapatkan kebutuhan Pemenuhan Kebutuhan
Panti Sosial Perbekalan Kesehatan di dalam Perbekalan Kesehatan di dalam
Panti Kewenangan Provinsi Panti Kewenangan Provinsi
Pemberian Bimbingan | Terlaksananya Pemberian Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,
Fisik, Mental, Spritual Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual |Mental, Spiritual dan Sosial
dan Sosial dan Sosial Kewenangan Provinsi
Fasilitasi Pembuatan Terpenuhinya Orang yang Jumlah Orang yang Terpenuhi
Nomor Induk Membutuhkan Pembuatan Nomor |Kebutuhan Pembuatan Nomor
Kependudukan bagi Induk Kependudukan bagi Lanjut [Induk Kependudukan bagi Lanjut
Lanjut Usia Terlantar Usia Terlantar Kewenangan Usia Terlantar Kewenangan
Provinsi Provinsi
Akses Ke Layanan Terpenuhinya Orang yang Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pendidikan dan Mendapatkan Akses ke Layanan  |Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Dasar |Kesehatan Dasar Kewenangan
Kewenangan Provinsi Provinsi
Pemulasaraan Terlaksananya Pemulasaraan Jumlah Pemulasaraan
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi |Terlaksananya Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Pembinaan Sinkronisasi dan Pembinaan dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial
Pelaksanaan Rehabilitasi | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar
Sosial Dasar Lanjut Usia |Dasar Lanjut Usia Terlantar di Kewenangan Provinsi
Terlantar di dalam Panti |Dalam Panti Kewenangan Provinsi
Meningkatnya Persentase Penyandang |Rehabilitasi Sosial |Terpenuhinya Persentase Penyediaan Permakanan |Terpenuhinya Kebutuhan Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan dan Disabilitas Terlantar Dasar Penyandang |Kebutuhan Dasar Ketercapaian Permakanan Per Orang Sesuai Pemenuhan Kebutuhan
Rehabilitasi Sosial di [yang Terpenuhi Disabilitas Penyandang Kegiatan Rehabilitasi dengan Standar Gizi Minimal Permakanan Sesuai dengan

Dalam Panti

Kebutuhan Dasarnya di
Dalam Panti

Terlantar di Dalam
Panti

Disabilitas Terlantar
di Dalam Panti pada
UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi Tuna
Sosial

Sosial Dasar
Penyandang
Disabilitas Terlantar
di Dalam Panti pada
UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi Tuna
Sosial

Kewenangan Provinsi

Standar Gizi Minimal Kewenangan
Provinsi

Penyediaan Sandang

Tersedianya Pakaian dan
Kelengkapan Lainnya dalam 1
Tahun Kewenangan Provinsi

Jumlah Orang yang Menerima
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
yang Tersedia dalam 1 Tahun
Kewenangan Provinsi

Penyediaan Perbekalan
Kesehatan di Dalam
Panti

Terpenuhinya Orang yang
Mendapatkan Kebutuhan
Perbekalan Kesehatan di dalam
Panti Kewenangan Provinsi

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan
Perbekalan Kesehatan di dalam
Panti Kewenangan Provinsi

Pemberian Bimbingan
Fisik, Mental, Spiritual
dan Sosial

Terlaksananya Pemberian
Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual
dan Sosial Kewenangan Provinsi

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual dan Sosial
Kewenangan Provinsi

Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan Bidang
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas

Terlantar

Terlaksananya Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar




INDIKATOR
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Persentase Rehabilitasi Sosial |Terpenuhinya Persentase Penyediaan Permakanan |Terpenuhinya Kebutuhan Jumlah Orang yang Mendapatkan
Gelandangan dan Dasar Gelandang |Kebutuhan Dasar Ketercapaian Permakanan Per Orang Sesuai Pemenuhan Kebutuhan
Pengemis yang dan Pengemis di  |Gelandangan dan Kegiatan Rehabilitasi dengan Standar Gizi Minimal Permakanan Sesuai dengan
Terpenuhi Kebutuhan |Dalam Panti Pengemis di Dalam |Sosial Dasar Kewenangan Provinsi Standar Gizi Minimal Kewenangan
Dasarnya di Dalam Panti pada UPTD Gelandang dan Provinsi
Panti Panti Sosial Pengemis di Dalam
Rehabilitasi Tuna Panti pada UPTD
Sosial Panti Sosial
Rehabilitasi Tuna
Sosial
Penyediaan Sandang Tersedianya Pakaian dan Jumlah Orang yang Menerima
Kelengkapan Lainnya dalam 1 Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
Tahun Kewenangan Provinsi yang Tersedia dalam 1 Tahun
Kewenangan Provinsi
Penyediaan Perbekalan |Terpenuhinya Orang yang Jumlah Orang yang Mendapatkan
Kesehatan di Dalam Mendapatkan Kebutuhan pemenuhan kebutuhan
Panti Perbekalan Kesehatan di Dalam  [Perbekalan Kesehatan di dalam
Panti Kewenangan Provinsi Panti Kewenangan Provinsi
Pemberian Bimbingan | Terlaksananya Pemberian Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,
Fisik, Mental, Spritual Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual |Mental, Spiritual dan Sosial
dan Sosial dan Sosial Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Pemberian Bimbingan | Terlaksananya Pemberian Jumlah Orang yang Diberikan
Keterampilan Dasar Bimbingan Keterampilan Dasar Bimbingan Keterampilan Dasar
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Fasilitasi Pembuatan Terpenuhinya Orang yang Jumlah Orang yang Terpenuhi
Nomor Induk Membutuhkan Pembuatan Nomor |Kebutuhan Pembuatan Nomor
Kependudukan, Kartu Induk Kependudukan, Kartu Induk Kependudukan Kartu Tandal
Tanda Penduduk, Akta |Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, [Penduduk, Akta Kelahiran, Surat
Kelahiran, Surat Nikah, [Surat Nikah, dan/atau Identitas Nikah, dan/atau Identitas
dan/atau Identitas Anak |Gelandangan bagi Gelandangan  |Gelandangan bagi Gelandangan
dan Pengemis Kewenangan dan Pengemis Kewenangan
Provinsi Provinsi
Akses Kelayanan Terpenuhinya Orang yang Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pendidikan dan Mendapatkan Akses ke Layanan  |Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar Pendidikan dan Kesehatan Dasar [Kesehatan Dasar Kewenangan
Kewenangan Provinsi Provinsi
Pemulangan ke Daerah | Terlaksananya Pemulangan Jumlah Gelandangan dan
Asal Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang
Pengemis/Keluarga ke Daerah Dipulangkan ke Daerah asal
Asal Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Koordinasi, Sinkronisasi |Terlaksananya Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Pembinaan Sinkronisasi dan Pembinaan dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial
Pelaksanaan Rehabilitasi | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis
Sosial Dasar Dasar Gelandangan dan Pengemis |di dalam Panti
Gelandangan dan di Dalam Panti
Pengemis Terlantar di
dalam Panti
Program Meningkatnya Persentase Pengangkatan Terlaksananya Persentase Pengangkatan Anak Terlaksananya Pengangkatan Jumlah Anak yang Mendapatkan
Perlindungan Perlindungan dan Pengangkatan Anak Anak antar WNI Pengangkatan Anak [Ketercapaian antar WNI Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang |Orang Tua Asuh/Orang Tua
dan Jaminan  [Jaminan Sosial antar WNI dan Anak  |dan Pengangkatan |Antar WNI dan Anak |Kegiatan Tua Angkat sesuai Ketentuan yang | Angkat sesuai Ketentuan yang

Sosial

oleh Orang Tua Tunggal

Anak oleh Orang
Tua Tunggal

oleh Orang Tua
Tunggal sesuai
Ketentuan yang
Berlaku Kewenangan

Pengangkatan Anak
antar WNI dan
Pengangkatan Anak
oleh Orang Tua

Berlaku Kewenangan Provinsi

Berlaku Kewenangan Provinsi

Provinsi Tunggal
Pengangkatan Anak oleh |Terlaksananya Pengangkatan Jumlah Anak yang Mendapatkan
Orang Tua Tunggal Anak oleh Orang Tua Tunggal Orang Tua Tunggal sesuai
Sesuai Ketentuan yang Berlaku Ketentuan yang Berlaku
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Persentase Keluarga Pengelolaan Data |Tersedianya Data Persentase Fasilitasi Bantuan Sosial | Terpenuhinya Keluarga Penerima [Jumlah Keluarga Penerima

Miskin yang
Mendapatkan Jaminan
Sosial

Persentase Pegelolaan
Data Kemiskinan,
PMKS dan PSKS

Persentase Penanganan
Fakir Miskin Lintas
Kabupaten /Kota

Fakir Miskin
Cakupan Daerah
Provinsi

Keluarga Fakir
Miskin, PMKS dan
PSKS yang dikelola

Ketercapaian
Kegiatan Pengelolaan
Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah
Provinsi

Kesejahteraan Keluarga

Manfaat (KPM) yang Mendapatkan
Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga Kewenangan Provinsi

Manfaat (KPM) yang Mendapatkan
Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga Kewenangan Provinsi

Pengelolaan Fakir Miskin
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pengentasan
Keluarga Fakir Miskin Lintas
Kabupaten /Kota

Jumlah Keluarga yang
Mendapatkan Pengentasan Fakir
Miskin Lintas Kabupaten/Kota

Fasilitasi Bantuan
Pengembangan Ekonomi
Masyarakat

Terpenuhinya Orang yang
Mendapatkan Bantuan
Pengembangan Ekonomi
Masyarakat Kewenangan Provinsi

Jumlah Orang Mendapatkan
Bantuan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat Kewenangan Provinsi




INDIKATOR SASARAN/
INDIKATOR SASARAN INDIKATOR INDIKATOR SASARAN/KINERJA INDIKATOR SASARAN/KINERJA SUB
NO VISI MisI ‘TUJUAN TUJUAN DAERAH SASARAN SASARAN PD SAS, PD PROGRAM INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN
DAERAH PROGRAM
7 z 3 7 5 3 7 5 e 70 17 1z IEl 17 15 76 17 15
Program Meningkatnya Persentase Korban Perlindungan Terlindunginya Persentase Penyediaan Terpenuhinya Pengungsi yang Jumlah Pengungsi yang
Penanganan Penanganan Korban [Bencana Alam dan Sosial Korban Korban Bencana Ketercapaian Permakananan Mendapatkan Permakanan 3x1 Mendapatkan Permakanan 3x1
Bencana Bencana Alam dan | Sosial yang Terpenuhi |Bencana Alam dan [Alam dan Sosial yang|Kegiatan Hari dalam Masa Tanggap Darurat [Hari dalam Masa Tanggap Darurat
Sosial Kebutuhan Dasarnya |Sosial Provinsi Mendapatkan Perlindungan Sosial Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
pada Saat dan Setelah Pemenuhan Korban Bencana

Tanggap Darurat
Bencana bagi Korban
Bencana Provinsi
(Satuan : Persen)

Kebutuhan Dasar

Alam dan Sosial
Provinsi

Penyediaan Sandang

Terpenuhinya Orang yang
Mendapatkan Pakaian dan
Kelengkapan Lainnya yang
Tersedia pada Masa Tanggap
Darurat (Pengungsian) dan Pasca
Bencana Pengungsi yang
Mendapatkan Permakanan 3x1
Hari dalam Masa Tanggap Darurat
Kewenangan Provinsi

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya
yang Tersedia pada Masa Tanggap
Darurat (Pengungsian) dan Pasca
Bencana Kewenangan Provinsi

Penyediaan Tempat

Penampungan Pengungsi

Tersedianya Tempat Pengungsian
Kewenangan Provinsi

Jumlah Tempat Pengungsian
Kewenangan Provinsi

Penanganan Khusus bagi

Kelompok Rentan

Terpenuhinya Orang yang
Mendapatkan Penanganan Khusus
bagi Kelompok Rentan
Kewenangan Provinsi

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Penanganan Khusus bagi
Kelompok Rentan Kewenangan
Provinsi

Pelayanan Dukungan
Psikososial

Terpenuhinya Pelayanan
Dukungan Psikososial bagi Korban
Bencana Kewenangan Provinsi

Jumlah Korban Bencana yang
Mendapatkan Layanan Dukungan
Psikososial Kewenangan Provinsi
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